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ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk
memperoleh masyarakat yang mandiri dan berdaya (baiknya kualitas sumberdaya manusia)
sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dari setiap kegiatan yang dilakukan. Agar
masyarakat dapat terlibat langsung dari setiap proses kegiatan maka pemerintah menjadikan
masyarakat sebagai sasaran utama dalam fokus pemberdayaan, dengan tujuan untuk
mempercepat proses pembangunan, meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan untuk
mempercepat proses realisasi suatu pembangunan. Untuk rencana pembangunan semua
proses bertumpu pada aspirasi yang berasal dari masyarakat. Hal tersebut dikarnakan masih
terdapat beberapa permasalahan seperti, program pemerintah yang belum terlaksana dengan
efektiv, lemahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan, pergantian
kepengurusan lembaga pemberdayaan yang belum tertata dengan baik, sehingga berdampak
pada lemahnya kualitas SDM dan pemanfaatan potensi yang belum maksimal.

Skripsi ini berjudul “Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat”. Lokasi penelitian terletak di Desa
Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa, yang di dalamnya mencakup tentang tugas dan fungsi LPMD dalam memberdayakan
masyarakat.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Tugas & Fungsi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat". Penelitian
dilakukan menggunakan Metode Deskriftif dengan tehnik kualitatif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan situasi yang ada di lapangan dan didukung dengan data skunder yang ada.
Analisis data dilakukan berupa, mengumpulkan data, menganalisis kemudian
diinterprestasikan. Adapun jumlah informan sebanyak 18 orang dan dengan tehnik
pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian maka mempeoleh hasil bahwa Tugas & Fungsi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa
Sriharjo sudah berjalan cukup efektiv walaupun masih terdapat beberapa kendala. Masyarakat
cukup aktif, responsive dan juga antusias masyarakat cukup tinggi dalam setiap proses
kegiatan yang lakukan. Ada beberapa proses yang dilakukan LPMD dalam rangka
memberdayakan masyarakat, yaitu: 1) masyarakat dapat terlibat langsung untuk
menyampaikan aspirasi dan tuntutan kebutuhannya dalam proses perencanaan pembangunan
melalui musyawarah dusun yang dibantu oleh Pokgiat (Kelompok Kegiatan) LPMD bersama
seluruh tokoh masyarakat, 2) masyarakat diberikan kesempatan dalam berpartisipasi dan
terlibat secara langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang telah dibentuk, 3)
masyarakat diberikan kesempatan secara langsung untuk mengawasi, mengevaluasi, serta
memberikan kritik maupun saran dari seluruh kegiatan yang dilakukan melalui rapat
musyawarah dan laporan pertanggungjawaban. LPMD bersama Pemerintah Desa Sriharjo
bertanggungjawab atas setiap proses kegiatan yang berjalan. Adanya tugas dan fungsi LPMD
maka diharapkan akan dapat mengurangi tingkat permasalahan di masyarakat, tuntutan
kebutuhan yang belum terpenuhi dan juga untuk mempercepat proses pembangunan serta
untuk melakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tugas & Fungsi LPMD Dalam Memberdayaan Masyarakat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan menjadi pemberdayaan,
maka sebagai titik fokus pemberdayaan saat ini berada pada masyarakat dan institusi
lokal yang dibangun secara lebih partisipasif dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang baik dan masyarakat yang berdaya.

Kini Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari
pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi
pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini,
masyarakatlah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat
terhadap apa yang dibutuhkan dan juga terhadap berbagai fasilitas yang dapat
menunjang kesejahtraannya, dalam situasi ini Pemerintah diharapkan mampu menjadi
sebagai fasilisator dan motivator. Hal ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian
besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan
sehingga membutuhkan pertoloangan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut
terutama melalui pemeritah maupun lembaga yang menjadi kaki tangan pemerintah.

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang “Pemerintah Daerah”
yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan
peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan
pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Untuk
menembus hingga level desa maka dikeluarkanlah istilah Otonomi Desa, dengan arti

bahwa otonomi desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
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kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan
kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah
ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Otonomi
desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “Otonomi Asli”, otonomi yang
tidak diciptakan negara tetapi merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang
melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given. Dengan adanya penjelasan
mengenai ketentuan tersebut, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
mengeluarkan berbagai program tahap demi tahap dan tahun demi tahun, dengan
tujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama
masyarakat pedesaan.

Pada era ini, dengan dikeluarkannya kembali UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan
melalui Asas Desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau untuk
mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut potensi dan kearifan lokal
masing-masing yang ada di daerah, terutama pada sebuah desa yang merupakan
sebuah unit pemerintahan terendah. Artinya, melaksanakan apa yang menjadi
urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu
wilayah  sedangkan  bertanggungjawab  adalah  otonomi  yang dalam
penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi

yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyangkut Kewenangan Desa Pasal 18 Yaitu
Kewenangan Desa Meliputi Kewenangan Dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa. kemudian
diperkuat lagi dalam BAB X11 bagian pertama tentang Lembaga Kemasarakatan
Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal
Usul, Adat Istiadat Desa, Pasal 94 Ayat (1) Desa Memberdayagunakan Lembaga
Kemasyarakatan Desa Yang Ada Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pemerintah Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa. Ayat (3) Lembaga Kemasyarakat Desa Bertugas Melakukan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, lkut Serta Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Serta
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui pemberdayaan, terutama
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini semata-mata dilakukan pemerintah
untuk menghormati martabat manusia secara konkrit atau lebih nyata yang berarti
menjamin segi-segi asasi manusia, pembangunan sosial harus diperjuangkann guna
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melibatkan masyarakat dalam

membangun potensi yang ada, strategi pemberdayaan yang dibangun juga harus
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dilandasi dan beorientasi atas dasar pada kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan
pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan harusnya lebih mengejar target
pada produksi, dengan mengutamakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
sehingga dalam hal ini aktor paling penting yang diharapkan mampu mengembangkan
potensi sumber daya yang ada yaitu adalah masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.

Meningkatkan potensi yang ada di daerah merupakan salah satu cara bagai
mana dapat membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada tingkat desa, dengan
terlibatnya masyarakat dengan bantuan pemerintah diharapkan juga agar setiap potensi
yang ada didaerah mampu dikembangkan dengan baik, ini adalah wujud
pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal
sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di
pedesaan dalam ‘“kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah
pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai
tujuan dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang
mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih kreatif memberikan prioritas
kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk

memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.
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Semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat serta untuk mencapai arah
pemberdayan masyarakat maka perlu adanya sebuah pembangunan yang berorientasi
pada masyarakat. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam
melakukan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia meliputi kualitas fisik
serta memperhatikan, keselarasan, keserasian serta keseimbangan antar sumber daya
manusia dan sumberdaya pendukung agar potensi sumberdaya dapat dikembangkan
secara optimal. Kualitas dan mobilitas sumberdaya manusia harus terus dikendalikan
serta diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan yang lebih optimal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan
mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul. Seperti diketahui, pengentasan
masyarakat miskin merupakan salah satu prioritas pembangunan jangka menengah
maupun jangka panjang di Kabupaten Bantul. Kebijakan pemberdayaan masyarakat
ini diimplementasikan melalui berbagai program atau kegiatan baik yang bersumber
dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari berbagai
sumber lainnya, termasuk dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat ini kebijakan pemerintah terutama pemerintah desa diangap masih
lemah, dengan lemahnya standar kualitas sumberdaya manusia pada lembaga
pemberdayaan menyebabkan proses pemberdayaan yang dilakukan masih terlihat
tidak optimal. Masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah desa juga yang menjadi
perhatian khusus bahwa pentingnya untuk dilakukannya pemberdayaan agar dapat
mengetahui bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih

baik. Pemberdayaan yang telah dilakukan pada saat ini dilihat masih sangat lemah,
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masih perlunya perhatian kusus bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam
membantu pemerintah desa membuat strategi pemberdayaan agar dapat meningkatkan
sebuah partisipasi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015
Kabupaten Bantul, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan ke
dua. Prioritas pertama adalah tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung
jawab, adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat.
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan
secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya
disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga
karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat
miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat dapat keluar dari
kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak
hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan
sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk
berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan yang
ada.

Adapun hal yang menjadi masalah mengapa perlunya dilakukan penelitian ini
adalah masih banyaknya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengalami kendala,
terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan dibidang
perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan yang keluarkan

masih belum tepat, fokus pembangunan yang dilakukan yang dilakukan belum mampu
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menjawab setiap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga berdampak
dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul. Kondisi ini
semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus
ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar
menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Berdasarkan pendataan tahun
2011 di Kabupaten Bantul terdapat 40.406 keluarga miskin dengan jumlah jiwa
sebesar 128.164 orang atau sekitar 18.4%. Berbagai Program sudah dilakukan untuk
mendorong dan mendongkrak taraf hidup masyarakat pedesaan. Berbagai Proyek
ataupun program tersebut dilakukan oleh masing-masing departemen maupun antar
departemen, akan tetapi Akses yang dimiliki oleh masyarakat dirasakan masih sangat
kurang khususnya akses untuk menuju pada kesejahtran.

Untuk melaksanakan kebijakan tentang pemberdayaan yang telah dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten Bantul maka proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa alternative, pertama pendekatan partisipatif, Pendekatan ini
tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses
identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan
program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. Kedua,
Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek
kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,
sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang

diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap

21



pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga
memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam
penanggulangan kemiskinan. Ketiga, Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh
masyarakat secara swakelola dan berkelompok, dengan memberikan media kelompok
bagi masyarakat maka akan dapat mempermudah sebuah proses pemberdayaan yang
akan dilakukan, secara swakelola akan dapat melatih pola pikir masyarakat sehingga
akan dapat bertumbuh kembang secara lebih mandiri dan aktif.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 7 Ayat (1) LPMD adalah lembaga
kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan,
memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif
dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Salah satu unsur terpenting terutama dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan adanya bantuan dari
lembaga kemasyarakat atau yang sering disebut dengan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD).

Partisipasi masyarakat merupakan kata kunci utama dalam pemberdayaan.
Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama
pada sebuah kepentingan bersama atau urusan secara kolektif dapat
mengidientifikasikan sasaran, mengumpukan sumberdaya, mengarahkan suatu
kampanye aksi dan oleh karna itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam
komunitas. Sedangkan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan.
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Tetapi ada substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi itu, (Sutoro
Eko, 2004) namun makna terdalam partisipasi ada tiga yaitu, voice, akses, dan control
warga masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan yang mempengaruhi
kehidupannya sehari-hari. Pertama, voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat
menyampikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap
komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah, dengan tujuan mempengaruhi
kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola
kegidupan secara kolektif dan mandiri. Kedua, akses adalah ruang dan kapasitas
masyarakat untuk masuk kedalam arena governance, yakni mempengaruhi dan
menentukn kebijakan secara terlibat aktif mengelola barang-barang public. Ketiga,
control warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik
yang terkait dengan pemerintah. Artinya control bukan hanya mencakup kapasitas
masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, akan
tetapi juga merupakan kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan
reflektif terhadap resiko atas tindakan mereka.

Pemberdayaan masyarakat tidak serta merta dapat dilakukan dengan instan
olen aktor pembangunan, didalam lingkungan masyarakat, peran Lembaga
Pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai jembatan bagi pemerintah desa untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat berperan langsung pada
pembanguanan yang ada didesa, sehingga titik pembangunan yang dilakukan dapat

bertumpu kuat atas dasar keperluan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
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Tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat ini ialah agar masyarakat
lebih berdaya, berdaya yang dimaksud ini ialah upaya atau unsur-unsur yang
memungkinkan untuk masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri untuk
mencapai kemajuan. Untuk membentuk agar terciptanya masyarakat yang maju,
mandiri dan sejahtra, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dapat
berperan bagi masyarakat sebagai wadah organisasi kelembagaan di tingkat desa, yang
ditujukan sebagai akses bagi masyarakat untuk menjadi wadah belajar bersama.

Memang banyak organisasi kelembagaan di tingkat desa baik formal maupun
non formal, seringkali hanya papan nama dan belum berfungsi secara optimal.
Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan sebatas
ketersediaan dana atau proyek. Ketika dana sudah habis biasanya kegiatan juga
berakhir. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan local leaders atau champion di
tingkat masyarakat sebagai motivator yang selalu menggerakkan kegiatan di tingkat
masyarakat. Para kader inilah yang perlu mendapatkan pelatihan lebih, karena
fungsinya seringkali berkembang menjadi problem solving bagi anggota lainnya.
Dengan demikian maka perlu dibentuknya sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat
dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di wilayah Kabupaten Bantul
Kecamatan Imogiri, Desa Sriharjo. Penelitian ini menitik fokuskan pada Tugas dan
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan
Masyarakat, penelitian ini dilakukan agar dapat melihat apakah Peraturan Daerah yang
dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberdayakan masyarakat melalui

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), mampu ataupun berhasil
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mendongkrak masyarakat agar lebih mandiri dan dapat berpasrtisipasi, serta
menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunan dalam rangka mewujutkan
masyarakat yang sejahtera.

Dengan melihat dari berbagai tuntutan permasalahan dan kebutuhan yang ada
didalam masyarakat yang semakin lama semakin meluas sehingga membutuhkan
solusi yang tepat agar dapat perlahan mengurangi permaslahan yang ada maka, hal
inilah yang menjadi daya tarik dan faktor utama mengapa sebuah penelitian skripsi
yang berjudul “Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD)
Dalam Memberdayakan Masyarakat,” perlu diangkat dan harus lebih mendalam untuk

diteliti.
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